BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan yang harus
dipenuhi demi mempertahankan hidupnya. Situasi demikian menghendaki kepada
setiap individu manusia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan individu
lain. Bentuk kerjasama antara individu tersebut terdiri dari berbagai macam sesuai
dengan kebutuhan masing-masing.

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak
yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah
mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan
untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin
krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Perlu
disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin
meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya
pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan,
penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan
masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya
kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan

dan sebagainya.’

! Bambang Poernomo. Azas-Azas Hukum Pidana. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal.
56.
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Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin
tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari
pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja
memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini
akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Daerah perkotaan
kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu
disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas,
akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan
pemerintahan.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus
kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan
terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak
pidana penggelapan. Kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di
negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan
dan pertumbuhan ekonomi.?

Setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti
akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu
ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Kejahatan tidak hanya tumbuh
subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah
maju.

Negara Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori negara

berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang telah yang

2 Soerdjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia
Press. 2004), hal. 2.
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dikemukan di atas. Tindak kejahatan yang terjadi di negara-negara yang
berkembang masih relatif tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat
kejahatan yang terjadi di negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat
kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat
kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sedang
berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau
kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya.®

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan
dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma
dasar dari masyarakat. Perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup
dan berkembang di masyarakat.® Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau
perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu
dirumuskan di dalam peraturan-peratuaran pidana. Salah satu contoh kejahatan
yaitu tindak pidana penggelapan yang di atur dalam Pasal 372 sampai dengan
Pasal 377 KUHP.

Ada 4 (empat) jenis penggelapan yaitu penggelapan biasa, penggelapan
ringan, penggelapan karena jabatan, dan penggelapan dalam lingkungan keluarga.
Dalam penggelapan karena jabatan, penggelapan dapat dilakukan karena
hubungan kerja yang dimilikinya. Posisi jabatan yang dimiliki, pelaku dalam
menjalankan tugas dalam pekerjaannya dapat melakukan pelanggaran sehingga

pelaku lebih mudah untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Penulis ingin

* Ibid, hal. 76.
* P.AF. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: Sinar Baru.
1997). hal. 91.
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mengetahui cara dan motif pelaku melakukan tindak pidana penggelapan.

Pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja memiliki
dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk
kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,
dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat
tahun atau denda sebanyak Rp. 900. Bagian inti delik atau tindak pidana
penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana adalah sebagai
berikut: Pertama, Sengaja: Kedua, Melawan hukum; Ketiga, Memiliki suatu
barang; Keempat, Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain; Kelima, Yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ketentuan Pasal 373 KUH Pidana mengatur delik penggelapan ringan jika
barang itu bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
Suatu jumlah yang sudah tidak sesuai dengan zamannya. Sementara ketentuan
Pasal 374 KUH Pidana mengatur tentang delik kualifikasi, artinya suatu delik
suatu penggelapan Pasal 372 KUH Pidana sebagai delik pokok, ditambah satu
bagian inti delik lagi yakni dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena
pencahariannya atau karena mendapat upah, ancaman pidananya bertambah dari
empat tahun penjara menjadi lima tahun penjara.

Kemudian Pasal 375 KUH Pidana mengatur bagian inti sama dengan delik
pokok (Pasal 372 KUH Pidana) ditambah bagian inti delik dilakukan oleh orang
yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau dilakukan oleh
pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan

terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian. Berikutnya Pasal 376 KUH
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Pidana menyatakan bahwa ketentuan tentang pencurian antarkeluarga (Pasal 367
KUH Pidana) berlaku juga bagi delik penggelapan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia “Penggelapan diartikan sebagai proses,
cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang
secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan
perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa
perilaku yang baik. Dalam KUHP, Penggelapan dimuat dalam Buku Il Bab XXIV
yang oleh Van Haeringen mengartikan Istilah Penggelapan ini sebagai “geheel
donkermaken” atau sebagai “uitstraling van lichtbeletten” yang artinya “membuat

[3

segalanya menjadi gelap” atau “ menghalangi memancarnya sinar”. Sedangkan
Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah
Penggelapan diartikan sebagai “penyalah gunaan hak™ atau “penyalah gunaan
kekuasaan”. Para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata
“Penggelapan.”

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang
dijelaskan dalam Pasal 362. Pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum
berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan
waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan
kejahatan.

Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam,

yaitu: Pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok; Kedua, tindak

pidana penggelapan ringan; Ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-

% Ibid, hal. 73.
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unsur yang memberatkan; Keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan
lain-lain; Kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana ini terdiri dari
unsur objektif dan subjektif:Unsur subjektif yakni Unsur kesengajaan; memuat
pengertian mengetahui dan menghendaki. Berbeda dengan tindak pidana
pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau ,,opzettelijk™ sebagai
salah satu unsur tindak pidana pencurian. Rumusan Pasal 372 KUHPidana
mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga
dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan opzettelijk
delict atau delik sengaja.

Sementara unsur objektif terdiri dari: Pertama, Barang siapa; seperti yang
telah dipaparkan dalam tindak pidana pencurian, kata ,barang siapa™ ini
menunjukan orang. Seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana
penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau ,,dader’. Kedua, Menguasai
secara melawan hukum (bermaksud memiliki); mentri kehakiman pemerintahan
kerajaan Belanda, menjelaskan maksud unsur ini adalah penguasaan secara
sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah merupakan pemiliknya,
bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Ketiga,
Suatu benda; ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan
ataupun dalam prakteknya sering disebut ,,benda bergerak®. Keempat, Seluruh
atau sebagiannya adalah milik orang lain. Kelima, Benda yang ada dalam
kekuasaannya tidak karena kejahatan; yaitu harus ada hubungan langsung yang

sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan.
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Penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi
unsur-unsur: Dengan sengaja; Barang siapa; Mengambil; Suatu benda;
Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain; Menguasai benda tersebut dengan
melawan hukum; dan Benda Yang ada dalam kekuasaannya tidak karena
kejahatan.

Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan
kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang
yang dipercayakan kepada orang yang menggelapakan itu. Batas klasik antara
pencurian dan penggelapan ialah pencurian “mengambil” barang yang belum ada
padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam
kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi.
Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat
dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.

Bentuk pokok pembentuk undang-undang telah mencantumkan unsur
kesengajaan atau opzettelijk sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana
penggelapan. Unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif
didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak
pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Unsur opzettelijk harus
didakwakan didalam surat dakwaan, dan karena unsur tersebut didakwaan
terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang
pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

Tiap kejahatan yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang lain mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi
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sesuai dengan yang dilakukan. Untuk dapat mengemukakan unsur-unsur kejahatan
penggelapan, maka harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, yang
bersalah harus bermaksud memiliki benda itu, Kedua, benda itu harus kepunyaan
orang lain, baik seluruhnya atau sebahagian, Ketiga, benda itu harus sudah ada di
tangan yang melakukan perbuatan itu, bukan memiliki benda itu harus tanpa hak.

Dalam menerapkan hukum dan menjalankan peradilan, hakim memiliki
peranan yang sangat penting. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara
banyak hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk dapat menghasilkan putusan
yang seadil-adilnya, baik bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat umum.
Alasan dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim sangat kompleks supaya
dalam mengadili dan menghasilkan sebuah putusan dalam menjatuhkan sanksi
kepada terdakwa agar menghasilkan putusan yang dapat diterima bagi terdakwa
serta masyarakat dan sesuai dengan tujuan hukum vyaitu keadilan, kemanfaatan,
dan kepastian hukum. Penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang dijadikan dasar
pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Penulis juga ingin
mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap aturan hukum
acara pidana yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah
tersebut dengan mengambil judul: "Analisis Hukum Terhadap Pertanggung-
jawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam)".
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1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penggelapan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam
wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?
3. Bagaimana kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak

pidana penggelapan di wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana penggelapan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak
pidana penggelapan dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya dalam penegakan
hukum terhadap tindak pidana penggelapan di wilayah Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis
maupun secara praktis, yaitu :
1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan
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untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum, yang dapat
digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu
pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang kepidanaan
dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana
penggelapan.

2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat,
aparat pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum

terhadap tindak pidana penggelapan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di
lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister limu
Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan
masalah tentang " Analisis Hukum Terhadap Pertanggung-jawaban Pelaku Pidana
Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)", oleh karena
itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta

dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi
a. Kerangka Teori
Konsep teori menurut M. Solly Lubis ialah: “ Kerangka pemikiran atau

butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang
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bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teori, yang mungkin ia
setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi
peneliti”.®

Pengertian teori itu sendiri adalah serangkaian proposisi atau keterangan
yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem deduksi yang
mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala. Jadi teori adalah seperangkat
proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan
saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis
dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan
menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.”

Sedangkan fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematiskan
penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar
penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab
pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian
dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat
dinyatakan benar.®

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan
untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi.®

Menurut Kaelan M.S, landasan teori pada suatu penelitian adalah

® M. Solly Lubis, Filsafat llmu Dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal.80.

" Maria S.W. Sumardjono, Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian, (Yogyakarta:
Gramedia, 1989), hal. 12-13 dan Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat,
(Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal. 19.

¥ M. Solly Lubis, Op Cit, hal. 17.

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal.
35.
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merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu

penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan

penelitian.*

Oleh sebab itu kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai
kegunaan sebagai berikut :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan
fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya ;

2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem Kklasifikasi fakta,
membina, struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi- definisi;

3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang diteliti ;

4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena
telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-
faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.™*

Tugas hukum yang sangat fundamental adalah menciptakan ketertiban,
sebab ketertiban merupakan suatu syarat dari masyarakat yang teratur. Hal ini
berlaku bagi masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu
pengertian manusia, masyarakat dan hukum tidak mungkin dipisah-pisahkan.*?

Untuk tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi
untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh

orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya dan

0 Kaelan M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi
Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra,
Hukum dan Seni), (Yogyakarta : Paradigma, 2005), hal. 239.

1 Sperjono Soekanto, Op.Cit, hal. 121.

12 Sperjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Jakarta : Bina Cipta, 1983), hal. 42.
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setiap ada pelanggaran hukum, maka hukum itu harus dilaksanakan dan
ditegakkan.®®

Penegakkan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau
berdaya guna bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga
mengharapkan adanya penegakan hukum untuk tercapainya suatu keadilan.**

Sebagaimana teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang tujuan
hukum, yang dikutip dari Van Apeldoorn bahwa “hukum semata-mata bertujuan
untuk mewujudkan keadilan. Tujuannya adalah memberikan tiap-tiap orang apa
yang patut diterimanya. Keadilan tidak boleh dipandang penyamarataan. Keadilan
bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.”*

Hal ini berkaitan terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak
pidana penggelapan, dimana seseorang dengan sebab perbuatannya
mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Dengan dasar uraian tersebut maka
teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban
pidana.

Secara leksikal, kata “pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata
majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala
sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap
sendiri atau pihak lain.*® Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda

abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Setelah bentuk

13 Syafruddin Kalo, Modul Kuliah Penemuan Hukum, (Medan : Program Studi Magister
Kenotariatan USU, 2005), hal. 38.

“ Ibid.

5 van Apeldoorn, L.J, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001), hal.
53.

16 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 1139.
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dasar, kata “tanggung jawab” mendapat imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”
menjadi “pertanggungjawaban” yang berarti perbuatan bertanggung jawab atau
sesuatu yang dipertanggungjawabkan.’

2

Menelaah pengertian “tanggung jawab” sebagaimana rumusan di atas
merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, dimana seseorang
dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban
sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan
kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk
beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan
tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Setelah melakukan elaborasi teori pertanggungjawaban, Atmadja
menyimpulkan pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan
bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak
dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan
untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan
tersebut bersesuaian dengan batasan Ensiklopedia Administrasi  yang
mendefinisikan responsibility sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan
secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.®®

Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek
sebagai berikut:

1. Aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk

laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu

17 H
Ibid.
'8 Sutarto, Encyclopedia Administrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 291.
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instansi.

2. Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika  suatu
tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan  perkataan
lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan  kepada pihak
lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.*®

Secara sepintas, dari berbagai pengertian pertanggungjawaban di atas
menunjukkan keluasan wilayah pemikiran yang menyebabkan timbulnya kesulitan
untuk memberi satu definisi yang disepakati mengenai pertanggungjawaban.
Bagaimana pertanggungjawaban diartikan, dimaknai, dipahami, serta batasan-
-batasannya tergantung kepada konteks dan sudut pandang yang digunakan untuk
menelaahnya. Terlepas dari uraian di atas, secara sederhana dapat dipahami
bahwa eksistensi pertanggungjawaban sebagai suatu objek multidisiplin inheren di
dalam hak dan kewajiban ke konteks mana pun pertanggungjawaban hendak
dipahami dan diwujudkan.

Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang banyak menyumbangkan
gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban. Melalui pendekatan analisis
kritisnya, Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu
kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain
Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang

ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.?®

19 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap
Pidato Newaksara, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 42.

%0 Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas
oleh Mohammad Radjab, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982), hal. 90.
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Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep
tanggung jawab hukum (liability). Seseorang secara hukum dikatakan
bertanggungjawab untuk suatu perbuatan terentu adalah bahwa dia dapat
dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya
dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang
tersebut harus bertanggungjawab.

Menurut teori tradisional terdapat 2 bentuk pertanggungjawaban hukum,
yaitu berdasarkan kesalahan (based on faulth) /dan pertanggungjawaban mutlak
(absolut responsibility).?

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya
tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi
atau tidak atau dilakukan dengan sengaja atau tidak adalah tidak relevan. Adalah
cukup bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dinyatakan
harmful yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan
efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan
tersebut. Pertanggungjawaban inilah yang disebut pertanggungjawaban absolut.?

Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika
individu merencanakan dan tidak merencanakan. Ide keadilan individualis
mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada individu ketika tindakan
seorang individu membawa akibat /harmful effect/ tapi tanpa direncanakan.
Prinsip pemberian sanksi terhadap individu hanya ketika tindakan individu

tersebut direncanakan akan berbeda dengan ketika tindakan individu itu tidak

2L 1bid.
22 1bid, hal. 78.
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direncanakan. Inilah yang disebutkan pertanggungjawaban karena kesalahan
(culpabilitiy/responsibilitybased on fault).®

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai
toereken—baarheid,  criminal  reponsibilty, atau  criminal liability.
Pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah
seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak
terhadap tindakan yang di lakukanya itu.*

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa
pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada
tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat
yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena
perbuatanya.”®

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk
pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan,
orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan
merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis
mengatakan, tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan merupakan dasar dari
pada di pidananya si pembuat.?®

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada

% bid.

# SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya, (Bandung:
Alumni, 1996), hal. 245.

% Djoko Prakoso, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1987),
hal. 75.

% Ibid.
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waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.?” Dengan
demikan, menurutnya, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal,
yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata
lain harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur Obejektif, dan (2)
terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau
kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di
pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.

Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan
batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan
bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya
kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana
haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang
yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan
ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.?®

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-
ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan
pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab Il Pasal 44
KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau

2" Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia,
(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997), hal. 31.

8 | Gusti Bagus Sutrisna, Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan
terhadap Pasal 44 KUHP), dalam Andi Hamzah (ed.), 2003, Bunga Rampai Hukum Pidana dan
Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 78.
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karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.

2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena
kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh
memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun
untuk di periksa.

3. Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku atau merupakan bagi

Mahkamah Agung, Pengadilan Tingi dan Pengadilan Negeri.

b. Kerangka Konsepsional

Konsepsi adalah satu tahapan terpenting dari teori. Peraturan konsepsi
dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak
dan kenyataan. Dengan demikian konsepsi dapat diartikan pula sebagai sarana
untuk mengetahui gambaran umum pokok penelitian yang akan dibahas sebelum
memulai penelitian (obervasi) masalah yang akan diteliti. Konsep diartikan pula
sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal
khusus yang disebut definisi operasional.?®

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada
hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari
kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi
operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.> Pentingnya
definisi operasional bertujuan untuk menghindari perbedaan salah pengertian atau

penafsiran.

9 Sumadi Surya Brata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),
hal. 28.
%0 Sperjono Soekanto, Op.Cit, hal. 23.
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Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian,
kalau masalahnya dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah
diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan
suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau
gejala itu. Maka konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep
menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan
empiris.*

Dalam penelitian tesis ini ada beberapa konsep dasar dalam rangka
menyamakan persepsi untuk dapat menjawab permasalahan penelitian, yaitu
sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban berarti "wajib menanggung segala sesuatunya"”, kalau
terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana
oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat tindakan
sendiri atau orang lain®.

2. Tindak Pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi
barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada
perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan
orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang Yyang

menimbulkan kejadian itu.®

31 H
Ibid.
%2 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: PN. Balai
Pustaka, 2003), hal. 995.
% Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hal. 54.
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3. Penggelapan adalah jenis kejahatan yang di dalam buku 1l Bab XXIV Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan
verduistering dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang
bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP. Banyak unsur-unsur
yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud
untuk dimiliki ( zich toeegenen ) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah

karena seperti halnya pencurian.®*

1.7. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian
Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka jenis
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu
analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.* Jenis
penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan metode penulisan
dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian
yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif..

b. Sumber Data
Bahan utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan

dengan menghimpun bahan-bahan berupa :

% pipin Syafirin, Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia. 2000), hal. 143.
% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1997), hal. 38.
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a. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi
yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu KUHP.
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi
meliputi buku-buku, karya ilmiah.*®
c. Bahan Hukum Tertier
Yaitu bahan yang memberikan maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum,
jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan internet yang masih relevan dengan

penelitian ini.

c. Pengolahan data

Pengolahan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa
yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil
penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat
dipertanggung jawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan
pengolahan data. Pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
studi dokumen.

Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun
data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Langkah-

% peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hal. 141.
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langkah ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi
dokumen terhadap bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier.*’

d. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan
mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat
ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang
disarankan oleh data.*®

Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data
yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan cara data yang telah
terkumpul dipisah-pisahkan menurut katagori masing-masing dan kemudian
ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian.
Dengan menggunakan metode dedukatif ditarik suatu kesimpulan dari data yang

telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

%" Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13-14.

%8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosdakarya,
2002), hal. 34-35.
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